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INTISARI 

 
Judul Skripsi Penulis adalah Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penjualan 

Rokok Tanpa Pita Cukai. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa pelaku melakukan 

penjualan rokok tanpa pita cukai? (2) Mengapa penjualan rokok tanpa penggunaan pita 

cukai melanggar hukum? 

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui alasan pelaku melakukan penjualan 

rokok tanpa pita cukai. (2) Untuk mengetahui alasan penjualan rokok tanpa penggunaan 

pita cukai melanggar hukum. Metode penelitian penulisan ini bersifat “Deskriptif” dan 

berjenis “Normatif”. 

Hasil penelitian penulis terhadap permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Alasan pelaku melakukan penjualan rokok tanpa pita cukai: 

a. Pelaku mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 

b. Banyaknya permintaan peminat rokok tanpa pita cukai karena harga yang murah. 

c. Pelaku menghindari barang kenai cukai dalam penjualan rokok 

2. Alasan penjualan rokok tanpa penggunaan pita cukai melanggar hukum: 

a. Penggunaan rokok tanpa pita cukai tidak memenuhi syarat sesuai Undang- undang 

Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana diubah dengan Undang- 

undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai 

b. Merugikan keuangan negara (pungutan cukai, pajak rokok, dan pertambahan nilai 

atas penyerahan hasil tembakau). 

Adapun saran penulis terkait dengan tindak pidana penjualan rokok tanpa pita 

cukai: 
1. Diharapkan para aparat penegak hukum dapat melakukan sosialisasi melalui media 

massa, menyediakan saluran pengaduan melalui media sosial, melakukan penindakan 

melalui patroli darat, laut, dan udara, mengekspos tuntutan pidana dan putusan 

pengadilan melalui media sosial, terjun langsung ke lapangan untuk melakukan 

pengecekan tentang penjualan rokok dalam masyarakat; 

2. Diharapkan pemerintah yang terkandung dalam instansi pemerintah yang mempunyai 

tugas berkaitan dengan cukai rokok, dapat memberikan sosialisasi kepada para 

pengusaha rokok terkait syarat pelunasai cukai rokok 
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